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ABSTRAK : - Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor dan guna 
melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan 
Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2022. dalam rangka memberikan 
penghormatan dan pengakuan jasa pahlawan, meningkatkan citra dan 
semangat pelayanan serta menguatkan keterikatan sejarah dan budaya lokal, 
perlu mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B menjadi 
Rumah Sakit Umum Daerah R. Moh. Noh Nur. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, pemberian nama Rumah Sakit harus 
memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika. dengan 
dilakukannya perubahan nama Rumah Sakit, maka ketentuan terkait 
pembentukan, organisasi dan tata kerja perlu ditinjau dan ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati. 
 

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 
Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 
Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 
2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 
18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP 
No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 
2018; PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2023; PERMENKES No. 3 Tahun 2020; 
PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR 
No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No.  5 Tahun 2022; PERBUPBOGOR 
No. 9 Tahun 2022; PERBUPBOGOR No. 65 Tahun 2023. 
 

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan nama Rumah Sakit Umum 
Daerah Leuwiliang diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah R. Moh. Noh 
Nur. Sehingga dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Rumah Sakit Umum 
Daerah R. Moh. Noh Nur Kelas B, yang merupakan Unit Organisasi Bersifat 
Khusus pada Dinas. RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. RSUD mempunyai 
tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam 
menyelenggarakan tugas, RSUD mempunyai fungsi penyelenggaraan 
pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar 
pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan 
melalui pelayanan kesehatan yang paripurna Tingkat kedua dan ketiga sesuai 
kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya 
manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 
kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan 
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan 
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan, 



dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam Bab IV 
diatur mengenai organisasi, dimana unsur Organisasi RSUD terdiri dari 
pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana. Dalam Paragraf 4 diatur 
mengenai instalansi, dimana instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan 
pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan 
penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan 
sarana RSUD. Sementara paragraf 5 mengatur mengenai kelompok jabatan 
fungsional. Di dalam Bab V mengatur mengenai Tata Hubungan Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah, dimana dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan 
unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta 
dengan unsur organisasi lain. Pada Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja Dengan 
Dinas, dimana Hubungan kerja antara RSUD dengan Dinas bersifat pembinaan. 
Pembinaan dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian 
tujuan pembangunan kesehatan daerah. Pencapaian tujuan pembangunan 
kesehatan daerah merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab 
Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dalam 
Bab VI mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan 
Kepegawaian. Bab VII mengatur mengenai Kepegawaian. Bab VIII mengatur 
mengenai Pembiayaan, dimana Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025, diundangkan 10 
September 2025 dan ditetapkan tanggal 10 September 2025. 

- Seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan  
peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap  
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 
Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

- Lampiran: 1 hlm.  
 


